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BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR
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PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR
NOMOR;l/i TAHUN2017

TENTANG

RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2018

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNG TIMUR,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta g
Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daer h
menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyus n
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggar
Sementara;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggara
Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan pembangun
yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas, sasar
serta sinergisitas antara program Pemerintah deng
Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan daya guna d
hasil guna perencanaan pembangunan di Kabupate
Tanjung Jabung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratura
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Teb ,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabun
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah deng
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubah
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentan
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Teb ,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabun
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor3969);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub¥k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega a
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambah
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar
NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Renca a
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nom r
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a
Nomor4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republ k
Indonesia Nomor4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom r
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara
NegaraRepublik Indonesia Nomor5587) sebagaimana tel
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Und
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua At s
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
NegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

--- -- --------------------------------------------------------------------~----



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten g
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub ik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Reneana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No~or
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Reneana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 5
Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 6
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir deng
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dal
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 0
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tataeara Penyusun
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rene
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indone ia
Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 1
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sos al
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bel a
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1
Nomor 450) sebagaimana telah diubah berberapa k i
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peratur
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tent
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial y
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 7
tentang Penyusunan Reneana Kerja Pemerintah Daer
Tahun 2018;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 20 9
tentang Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daer
Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daer
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);



19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Rencana KeIja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahfn
2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timirr
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tim r
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanju
Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tim r
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangun n
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabu g
Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupat n
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KER A
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABU G
TIMURTAHUN2018.

BABI

KETENTUANUMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bup ti
Tanjung Jabung Timur dan Wakil Bupati Tanjung Jabu g
Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai uns r
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
pelaksanaan urusan pemerintahan yang
kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya diseb t
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupat n
Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daer
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dal
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
kewenangan Daerah.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut K
adalah dokumen yang memuat kebijakan bid
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi y
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanju:£a
disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan ba s
maksimal anggaran yang diberikan kepada Peran t
Daerah untuk setiap program sebagai aeuan dalam
penyusunan reneana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah.

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 disus
dengan maksud untuk menentukan Program atau Kegiatan d
indikasi besarnya anggaran yang akan dilaksanakan pa a
Tahun 2018.

Pasa13

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 20 8
merupakan dokumen Reneana Ke:rja Pemerintah Daer h
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai land as
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafi n
Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Raneang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanju
Jabung Timur Tahun Anggaran 2018.

Pasal4

(1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam dokum n
RKPDTahun 2018 tidak dapat dimasukkan dalam Rene
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Program atau Kegiatan SKPDyang mendesak dapat dibiay
Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui peru bah
anggaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal5

(1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 201
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI Pendahuluan

BABII Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu d
Capaian Kine:rjaPenyelenggaraan Pemerintahan

BABIII Raneangan Kerangka Ekonomi Daerah
Kebijakan Keuangan Daerah

BABIV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BABV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BABVI Penutup



JUNG JABUNG TIMURTAHUN2017 NOMO '()f)

t

(2) lsi beserta uraian sistematika RKPD Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann a
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal \] Uti , 2017

[fUPATI TAN NGJABUNGTIMUR,

Ht'J2...L.I, S'. f7~
\VIp· I~btjorJ.8 J.00003 I 003 H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal V .JlA,tt1 2017

SEKRETARISDAERAHKABUPA: NTANJUNGJABUNGTIMUR,

TELAH DI LiTI KEBENARANNYA

Kdbd~.ndan~a~ •

Dr" MM~OLOP ST1\1..'\N.JUN1'AK
Pt:mnina Tk. I (IV /b)
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